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ABSTRAK 

Nurfajri Hasbullah. Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/Nikah Wisata). 

Nikah wisata merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dengan 
memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan 
dan/atau disepakati untuk sementara semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan 
selama dalam wisata/perjalanan. Nikah wisata masih diperdebatkan hukumnya oleh 
para ulama, ada yang setuju dengan pernikahan tersebut dan banyak yang tidak 
setuju. MUI telah memfatwakan ketidakbolehan nikah wisata, karena nikah wisata 
diibaratkan hampir sama dengan nikah mut’ah. 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library 
research) yang pendekatan penelitiannya adalah pendekatan teologis normatif yang 
merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan 
yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan 
dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lain. Dengan 
demikian objek materialnya adalah produk pemikiran hukum Islam berupa hasil-hasil 
fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI mengenai hukum keluarga. Selain 
itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yang merupakan 
pemahaman agama Islam secara hukum menurut Islam. Hukum yang dipakai umat 
Islam adalah berdasarkan al-Qur’an dan wahyu yang diturunkan Allah kepada para 
Nabi. Islam mengajarkan manusia untuk mentaati peraturan, sedangkan peraturan 
merupakan hukum itu sendiri. Kemudian pendekatan sosiologis, merupakan sebuah 
kajian ilmu yang berhubungan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang 
satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Pendekatan 
sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu 
sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu 
dengan yang lain, atau antara keompok yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, 
pendekatan sosiologis berupaya mengkaji pengaruh konteks sosial masyarakat 
terhadap fatwa keagamaan yang dikeluarkan MUI. 

Hasil dari teori penelitian ini yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa MUI 
tentang nikah wisata merupakan fatwa yang dikeluarkan untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat bahwa nikah wisata adalah pernikahan yang 
hukumnya haram, fatwa tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yaittu maqashid 
al-syariah (tujuan hukum Islam) karena fatwa tentang nikah wisata merupakan salah 
satu upaya agar tidak menghilangkan nasab seorang anak. 

 
Kata Kunci: Pembaruan, Fatwa MUI, Nikah Wisata 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
zai 
 

Z 
 

Zet 
 س 

 
sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ك 

 
kaf 
 

K 
 

Ka 
 ل 

 
lam 
 

L 
 

El 
 م 

 
mim 
 

M 
 

Em 
 ن 

 
nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
wau 
 

W 
 

We 
 هـ 

 
ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

Y 
 

Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيفََْ 

 haula : هَوْلََ 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a َ ا 

 
kasrah 

 

i i ِا 

 
d}ammah 

 

u u َ ا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْـى 

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلََ 

 yamu>tu : يمَُوْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفاَلَِرَوْضَةََُالََ  : raud}ah al-at}fa>l 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

 ...َََاَ|َ...َََى

 

d}ammah dan wau 

 

َُ وـ  

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
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ُ   الَْمَدِيْنةَََُالَْفاَضِلةَ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ   حِكْمَةالََْ  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ــّ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  <rabbana : رَبَّنا

ََ يْنا  <najjaina : نجََّ

ُ   الَْحَقَ   : al-h}aqq 

مََنعُ َِ  : nu“ima 

 aduwwun‘ : عَدوَُ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَُ

لزَْلةَ ُ   الَزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   الَْفلَْسَفةَ  : al-falsafah 

َُ  al-bila>du : الَْبلادَ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

َْ مُرُوْنََتأَ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَنَّوْعَُ

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

للَِباِ  di>nulla>h دِيْنَُاللهَِ  billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَْفيَِْرَحْمَةَِاللهَِهَُ     hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 



 

 
 

xx 
 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembaruan hukum dalam arti perubahan atau penyesuaian hukum dengan 

konteks zamannya merupakan keniscayaan. Banyak pemikiran ulama dalam bidang 

hukum Islam memberikan pembaruan, perbedaan bahkan pertentangan dalam 

menetapkan hukum dari sebuah permasalahan masyarakat. Namun, pembaruan 

dalam fatwa ulama cenderung lebih akomodatif bahkan resistensif dari pemikiran 

ulama terdahulu pada batas-batas tertentu, fatwa ulama tidak lebih progresif dalam 

memberikan pembaruan hukum dibandingkan dengan produk pemikiran lainnya, 

seperti Undang-undang dan KHI. 

Salah satu lembaga fatwa di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah 

membuktikan tersebut. Sejak tahun 1975 hingga tahun 2010 ulama dalam lembaga 

ini telah menetapkan banyak fatwa dalam berbagai bidang dan menunjukkan 

perubahan hukum yang sangat dinamis. Misalnya dalam bidang perkawinan yang 

cenderung akomodatif dan terkadang resistensif.
1
 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 

wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa 

Sebagaimana dalam pasal 1 UU. RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2
 

                                                             

1
Rahmawati, Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam 

di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010 (Cet. I; Yogyakarta: Pusaka 

Almaida, 2015), h. 1-2. 

2
Libertus Jehani, Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri, 

(Jakarta; Rana Pustaka, 2012), h.1. 
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Pernikahan merupakan suatu akad yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan sesamanya menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, serta hak kewajiban 

diantara keduanya. Akad merupakan aturan yang paling penting dalam kehidupan 

bermasyarakat dan paling mengandung resiko bagi pribadi seseorang maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Jika seseorang dalam perkawinannya baik. Maka dalam 

menjalankan roda kehidupan ini senantiasa bahagia. Justru sebaliknya, apabila dia 

gagal membina rumah tangganya, maka dia sering mendapatkan masalah.
3
 

Kelestarian kehidupan manusia tidak mungkin terwujud kecuali dengan kelestarian 

perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan syariat agama Islam. 

Karena, merupakan salah satu jalan yang yang harus ditempuh oleh seluruh manusia. 

Hanya dengan jalan itu manusia dapat melangsungkan keturunannya.
4
 

Sebelum Islam datang, manusia sudah mengenal berbagai bentuk 

perkawinan. Tetapi, keseluruhannya tidak mengindahkan keluhuran budi pekerti dan 

rasa malu. Menghancurkan nilai-nilai moral, mencampakkan harga diri manusia. 

Sehingga yang mereka melakukan seperti halnya dengan binatang yang tidak 

mempunyai akhlak, karena mereka menganggap perkawinan hanyalah sebatas 

bersama saja. Dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap isteri ataupun 

anaknya.
5
 

Islam datang dengan tujuan agar tercipta hubungan harmonis di bawah 

naungan agama dan berbagai macam batasan-batasan menyangkut pergaulan diantara 

keduanya, maka melalui jalan pernikahan agama membolehkannya untuk saling 

                                                             
3
Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), h.9. 

4
Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat dan Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 374. 

5
Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fikih Cinta Kasih dan Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, 

(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 5. 
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menapaki kehidupan ini. Sebab, perkawinan merupakan kebijaksanaan tertinggi lagi 

mulia, dan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan sebagai sarana untuk 

ketenangan jiwa serta menjaga kesucian diri dari perbuatan keji.
6
 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21 

 

 َ  َََََ َ  َََ  َ  َ َ

  َََََ  َ َ  َََ

 

Terjemahnya: 

 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.
7
 

Sebagian besar masyarakat muslim, perkawinan dipersepsikan sebagai 

kewajiban sosial yang harus dilakukan oleh setiap manusia, laki-laki dan perempuan, 

agar terhindar dari hidup yang melahirkan mudharat. Menjalani perkawinan, bagi 

setiap muslim, adalah dalam rangka menghindarkan diri dari perbuatan yang nista, 

yakni zina. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu aspek perlaksanaan 

ibadah. 

Pernikahan dinilai sebagai salah satu aspek perlaksanaan ibadah, namun 

bgaimana jika pernikahan disalahgunakan oleh seorang muslim, dimana sebuah 

pernikahan sudah tidak dianggap sebagai suatu hal yang sakral namun sebagai ladang 

                                                             
6
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,al-Usratu wa 

Ahkamuha fi at-Tasyri al-Islamiy. Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon dengan judul Fikih 

Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2011), h. 36. 

7
M. Quraish Shihab, al-Qur’an dan Maknanya, (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 

406. 
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mencari sebuah keuntungan, karena fenomena yang terjadi pada saat ini seperti itu, 

di mana pernikahan dilakukan hanya untuk mencari materi semata untuk memenuhi 

kebutuhan perekonomian seseorang. 

Kasus yang terjadi di negara kita yaitu seorang perempuan menikah dengan 

laki-laki yang berasal dari luar negeri yang berkunjung untuk berlibur namun 

pernikahan mereka dibatasi waktu, jika pria itu kembali ke negaranya maka ikatan 

pernikahan tersebut selesai karena waktu yang digunakan hanya sebatas ketika pria 

itu berlibur. Jika dikembalikan kepada tujuan sebuah pernikahan hal ini sangat keluar 

dari konteks tujuan sebuah pernikahan. 

Agar dapat memahami lebih jauh terkait hal tersebut, peneliti tertarik 

mengangkat judul tentang “Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/Nikah Wisata)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan atau fokus 

kajian ini adalah bagaimana pembaruan hukum keluarga dalam fatwa MUI tentang 

nikah wisata, dengan beberapa sub masalah sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimana deskripsi umum fatwa MUI tentang nikah wisata? 

1.2.2 Bagaimana metode pembaruan yang digunakan MUI dalam menetapkan 

fatwa? 

1.2.3 Apa sajakah faktor yang mempengaruhi lahirnya pembaruan hukum tentang 

nikah wisata?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah: 

1.3.1 Untuk mengetahui deskripsi umum fatwa MUI tentang nikah wisata. 
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1.3.2 Untuk mengetahui metode yang digunakan MUI dalam menegakkan hukum  

nikah wisata. 

1.3.3 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi lahirnya pembaruan hukum 

tentang nikah wisata. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kostribusi pemikiran 

serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian 

selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. 

Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain: 

1.4.1 Hasil penelitian ini  dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan sumber 

data dalam penelitian. 

1.4.2 Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi 

sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan refrensi untuk penelitian-

penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang. 

1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul 

Beberapa istilah yang dapat dijadikan sebagai kata kunci dalam memudahkan 

pemahaman sekaligus pembatasan pembahasan dalam studi ini. Penelitian ini 

berjudul “Pembaruan Hukum Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/Nikah Wisata)”.  

1.5.1 Pembaruan berarti proses, cara, perbuatan memperbarui.
8
 Apabila istilah ini 

dikaitkan pada konteks hukum Islam maka pembaruan yang dimaksud di sini 

                                                             
8
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Edisi 3 (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 109. 
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adalah upaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ajaran Islam dalam 

bidang hukum yang disebabkan oleh perkembangan dan perubahan sosial 

budaya dan kemajuan modern. Umar Shihab mempertegas bahwa sasaran 

pembaruan bukan pada nash al-Qur’an atau hadits Nabi saw. melainkan 

terhadap interpretasi atau pemahaman terhadap nash al-Qur’an dan hadits 

Nabi saw. itu sendiri.
9
 

1.5.2 Hukum Keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum 

internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan 

ihwal kekeluargaan.
10

 Menurut Subekti, “Hukum keluarga ialah hukum yang 

mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan 

kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum 

kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, 

perwalian dan curratele.
11

 

1.5.3 Fatwa adalah suatu pendapat hukum secara syar’I atas suatu permasalahan 

yang diajukan oleh indivdu atau kelompok yang tidak memiliki kekuatan 

mengikat.
12

 Dalam ketentuan umum pedoman dan prosedur fatwa MUI, fatwa 

adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan 

berlaku untuk umum dan fatwa ulama yang dimaksud dalam studi ini adalah 

fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh 

anggota Komisi dalam rapat. 

                                                             
9
Umar Shihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Cet. II; Semarang: Dina Utama 

Semarang, 1996), h. 40. 

10
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), h. 16. 

11
Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa), h. 16. 

12
Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum 

Nasional di Indonesia (Cet. I; Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 

65. 
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1.5.4 Nikah Wisata adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi 

rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau 

disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan 

selama dalam wisata/perjalanan.
13

 

Judul di atas dapat dioperasionalkan dalam sebuah kalimat bahwa penelitian 

ini akan menelaah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/ 

Nikah Wisata dan menemukan pembahasan hukum perkawinan terkait tentang nikah 

misyar. 

1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan salah satu pedoman pendukung untuk 

kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi perbandingan 

konsep tentang Nikah wisata. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

bahan referensi, yaitu 

1.6.1 Skripsi karya Muhammad Fuad Syakir  yang  berjudul  “ Nikah Misyar 

adalah Pernikahan Terlarang; al-Misya>r, al-’Urfi>, al-Sirri>, al-Mut’ah”. 

Skripsi  ini  membahas  tentang mengenai nikah misyar yang lebih terfokus 

pada keabsahan dan posisinya dalam konstelasi hukum Islam secara berbeda. 

Di sini juga dijelaskan mengenai perbedaan hukum nikah misyar di berbagai 

negara, seperti halnya di Arab Saudi dan Mesir.
14

 Skripsi ini mempunyai 

kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengakaji tentang nikah 

misyar. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian 

                                                             
13

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya, (Emir, 

2015), h. 355. 

14
Muhammad Fuad  Syakir, Nikah Misyar adalah Pernikahan Terlarang; al-Misyar, al-Urfi, 

as-Sirri, al-Mut’ah. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4786/1/ZULKIFLI-

FSH.pdf  (29 desember 2017). 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4786/1/ZULKIFLI-FSH.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4786/1/ZULKIFLI-FSH.pdf
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penulis ialah nikah misyar yang lebih terfokus pada keabsahan dan posisinya 

dalam konstelasi hukum Islam secara berbeda dan juga dijelaskan mengenai 

perbedaan hukum nikah misyar di berbagai negara, seperti halnya di Arab 

Saudi dan Mesir. Sedangkan pada penelitian penulis mengakaji tentang 

pembaruan hukum perkawinan fatwa MUI tentang nikah wisata. 

1.6.2 Skripsi karya Surahman dengan judul “Praktek Nikah Wisata Di Puncak 

Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Di 

Tinjau dari Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan tentang praktek dalam 

nikah wisata di puncak Bogor, serta mengetahui pandangan hukum Islam 

tentang nikah wisata.
15

 Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian 

penulis yakni sama-sama mengakaji tentang nikah wisata. Namun, perbedaan 

mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis tentang praktek dalam 

nikah wisata di puncak Bogor. Sedangkan pada penelitian penulis mengkaji 

tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MunasVIII/MUI/2010/ 

Nikah Wisata. 

1.6.3 Skripsi karya Nabilah binti Ismail dengan judul “Nikah Misyar dalam 

Perspektif Hukum Pernikahan di Indonesia”. Penelitian ini menggambarkan 

seluk beluk dari nikah misyar sebagai fenomena yang menarik dalam bingkai 

dinamika hukum Islam dan untuk menjelaskan tinjaun hukum pernikahan di 

Indonesia terhadap nikah misyar menurut Undang-Undang pernikahan dan 

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam lingkungan masyarakat 

                                                             
15

Surahman, Praktek Nikah Wisata di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua 

Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Di Tinjau dari Hukum Islam. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4268/1/SURAHMAN-FSH.pdf (29 

Desember 2017). 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4268/1/SURAHMAN-FSH.pdf
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Indonesia.
16

 Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni 

sama-sama mengakaji tentang nikah wisata. Namun, perbedaan mendasar 

dalam skripsi ini dengan penelitian penulis tinjaun hukum pernikahan di 

Indonesia terhadap nikah misyar menurut Undang-Undang pernikahan dan 

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam lingkungan masyarakat 

Indonesia. Sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/2010/Nikah Wisata. 

Penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa yang akan 

ditulis ini berbeda dengan skripsi di atas. Dalam penelitian ini hanya akan 

memfokuskan permasalahan fatwa MUI tentang nikah wisata. Oleh karena itu, 

penulis memberi judul pada penelitian ini dengan judul “Pembaruan Hukum 

Perkawinan (Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/Munas-VIII/MUI/ 

2010/Nikah Wisata)” 

1.7 Landasan Teoretis 

1.7.1 Teori Pembaruan Hukum 

Harun Nasution menjelaskan pembaruan dalam Islam diperlukan untuk 

menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang 

ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
17

  

Adapun pembaruan hukum Islam, menurut Abdul Manan, dapat diartikan 

sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan oleh 

pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum 

Islam (mujtahid), melalui cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah 

                                                             
16

Nabilah Ismail,  Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Pernikahan di Indonesia. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/9326/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf (29 

Desember 2017). 

17
Harun Nasution, Pembaruan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Cet. XII; 

Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 11-12 

http://digilib.uin-suka.ac.id/9326/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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istibat hukum, agar hukum Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
18

 

Pembaruan hukum Islam dalam hal ini adalah fikih. Fikih merupakan hasil pemikiran 

dari para ahli. Dalam proses tersebut para ulama sangat dipengaruhi kondisi 

sosialnya, sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan pemikiran dikalangan para 

fuqaha yang berada dalam kondisi zaman dan tempat yang berbeda. Hal ini sekaligus 

menandakan bahwa pada fikih terbuka peluang untuk diadakan pemikiran ulang atau 

dilakukan pembaruan-pembaruan. 

Menurut Yusuf al-Qardawi, setiap zaman memiliki problematika, konteks 

realitas dan berbagai kebutuhan yang memunculkan permasalahan-permasalahan 

baru. Ada juga peristiwa atau persoalan lama yang terjadi dalam kondisi dan sifat 

yang dapat mengubah tabiat, bentuk dan pengaruhnya. Terkait dengan hal tersebut, 

kadang-kadang hukum atau fatwa yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu tidak 

relevan lagi, sehingga fatwa tersebut harus direvisi karenaa berubahnya masa, 

tempat, adat-istiadat dan kondisi. Jika ulama-ulama terdahulu saja telah menetapkan 

bahwa fatwa dapat berubah karena berubahnya zaman, padahal kalau dicermati 

kehidupan zaman dahulu rata-rata berlangsung teratur dan stabil, maka terlebih lagi 

jika dibandingkan zaman sekarang ini.
19

 Pada zaman sekarang, perubahan terjadi 

begitu cepat sehingga kebutuhan untuk melakukan pengembangan-pengembangan 

dalam pemikiran hukum Islam menjadi semakin penting. 

Adanya perubahan kondisi sosial karena adanya perubahan masa maupun 

tempat, telah cukup disadari oleh para tokoh hukum Islam sebelumnya. Mereka 

termotivasi untuk melakukan pengkajian-pengkajian terhadap kemungkinan 

                                                             
18

Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Ed.I; Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2005), h. 225 
19

Yusuf al-Qardawi, Al-Ijtihad al-Mu’asir bain al-Indibatwa al-Infirat (t.c; Dar al-Tauzi wa 

al-Nasyr al-Islamiyah, 1414 H/1994 M), h. 5 
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terjadinya perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan keadaan masyarakat. 

Merekapun berusaha merumuskan kaidah-kaidah untuk menjadi acuan dalam 

pengembangan hukum Islam. Jelaslah bahwa pembaruan pemikiran hukum karena 

adanya perubahan masa telah menjadi kajian tersendiri bagi para pemikir hukum 

Islam selama ini. 

Sejarah menunjukkan bahwa pada periode pembentukannya, fikih merupakan 

suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Fikih tumbuh dan berkembang sebagai 

hasil nterpretasi terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah 

yang disesuaikan dengan konteks dan perkembangan masyarakat waktu itu, sehingga 

merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi tempat fikih tumbuh dan 

berkembang. Kondisi tersebut ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab yang 

mempunyai corak sendiri-sendiri. Berdasarkan kenyataan inilah ulama-ulama dahulu 

menetapkan kaidah bahwa berubahnya hukum karena perubahan waktu. Dengan 

demikian, perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam bukan saja 

dibenarkan, tetapi merupakan sebuah kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang 

mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah seperti 

Indonesia.
20

 Diperlukan adanya kerja keras dan kreativitas pemikiran hukum pada 

setiap zaman dan wilayah yang memiliki karakteristik tersendiri untuk menyesuaikan 

paham-paham keagamaan (keislaman) dengan kultur masyarakatnya melalui metode-

metode yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Adanya teori pembaruan hukum yang diambil dari hukum Islam sendiri, 

membuka kemungkinan untuk dilakukannya upaya pembaruan terhadap nikah wisata 

sebagai tuntutan perubahan tempat, keadaan, dan niat. Hanya saja, upaya tersebut 

                                                             
20

Abdul Halim, “Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga 

Islam Indonesia” dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer (Cet. I; 

Yogyakarta: Al-Ruzz Press, 2002), h. 231 
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harus tetap melalui aturan tersendiri dengan merujuk pada sumber utama yakni al-

Qur’an dan sunnah. 

1.7.2 Teori Mas{lah{at/Maqa>s}id al-Syari>’ah 

Mas{lah{at dan Maqa>s}id al-Syari>’ah jika ditelusuri, upaya penggalian, 

pengkajian, pengembangan hukum Islam dari sejak generasi awal hinggan masa 

sekarang ini menegaskan bahwa dalam memantapkan posisi hukum Islam yang 

diyakini sebagai hukum yang senantiasa mengandung nilai-nilai mas{lah{at bagi 

segenap umat manusia, tanpa terkecuali disegala tempat dan zaman. 

Menurut A. Djazuli, keseluruhan hukum Islam yang terinci dalam berbagai 

bidang hukum bertujuan untuk meraih mas{lah{at dan menolak mafsadat. Keseluruhan 

taklif yang tercermin dalam konsep al-ahkam al-khamsah (wajib, sunnah, mubah, 

makruh, dan haram) kembali kepada kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat.
21

 

Demikian pula menurut Ibnu al-Qayyim, berdasarkan penelitiannya terhadap teks-

teks al-Qur’an dan sunnah, akhirnya disimpulkan bahwa syariat Islam dibangun 

untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni 

keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, kebijaksanaan atau mengandung makna 

(hikmah) bagi kehidupan. Jadi, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi 

dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini 

berarti bertentangan dengan cita-cita syariat atau agama. Dengan demikian setiap hal 

yang zalim, tidak member rahmat, bukanlah hukum Islam. Al-Syatibi menegaskan 

bahwa syariat diadakan untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat 

yang meliputi tiga tingkatan yakni d}aruriyyah, h}a>jiyyah, dan tah}si>niyyah. Mas{lah{at 

D}haruriyyah adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan 

                                                             
21

A. Djazuli, ”Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia” dalam Tjun 

Surjaman, ed., Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek (Cet. I; Bandung: Rosadakarya, 

1991), h. 233 
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agama dan dunia, jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan, bahkan hilangnya 

hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara 

yaitu agama, diri, keturunan, harta, dan akal. H}a>jiyyah adalah sesuatu yang 

sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari 

kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan dan 

kemaatian, hanya saja akan menimbulkan masyaqqah atau kesempitan. Misalnya 

adanya rukhsah bagiorang sakit dan musafir dalam masalah ibadah. Tah}si>niyyah 

adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang 

baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan 

kerusakan atau hilangnya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan musyaqqah dalam 

pelaksanaannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata 

karma dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat.
22

 Inilah urutan-urutan 

kemaslahatan dari urutan tertinggi yang harus diprioritaskan dalam perwujudannya 

hingga urutan terbawah yang meskipun tidak urgen namun tetap harus diperhatikan 

demi kesempurnaan hidup manusia. Oleh karena itu, upaya-upaya pengkajian hukum 

Islam harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Jika tidak, sasaran hukum Islam 

untuk mewujudkan kemaslahatan tidak akan tercapai dan justru akan menimbulkan 

kemafsadatan. 

Pentingnya prinsip mas{lah{at tersebut, maka Al-Tufi meletakkan 

kemaslahatan dan kepentingan umum di atas sumber-sumber hukum yang lain, 

bahkan harus didahulukan jika bertentangan nash itu sendiri. Jadi, jika terjadi 

kontradiksi antara mas{lah{at di satu pihak dengan nash (al-Qur’an dan sunnah) serta 

                                                             
22

Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah, Ditahqiq oleh Muhammad ‘Abd al-Qadir al-

Fadili, Jilid I, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th), h. 7-9 
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ijma di pihak lain, maka ketentuan mas{lah{at harus didahulukan atas sumber-sumber 

hukum yang lain tersebut melalui upaya takhsis dan penjelasan. 

Menurut Hallaq, pendapat Al-Tufi tersebut dipotong oleh sedikitnya tiga 

argument. Pertama, para pengkritik maupun pendukung ijma sepakat mengenai 

posisi sentral mas{lah{at, berarti mas{lah{at merupakan fokus dari kebulatan pendapat, 

sedangkan ijma’ dan kewenangannya tidak disepakati. Kedua, dalil tekstual dalam 

al-Qur’an, sunnah dan ijma berbeda-beda dan kadang-kadang bertolak belakang, 

sehingga mengakibatkan ketidaksepakatan para fuqaha. Sedangkan mas{lah{at tidak 

diperselisihkan lagi. Jadi, memungkinkan untuk menyatukan kaum muslimin 

sebagaimana yang selalu diperintahkan oleh Tuhan. Ketiga, sejarah menunjukkan 

bahwa sejumlah tokoh-tokoh penting Islam dari masa sahabat dan seterusnya 

kadang-kadang mengabaikan dalil-dalil tekstual demi keputusan-keputusan yang 

didasarkan atas mas{lah{at.23 

 Pentingnya posisi mas{lah{at dalam pengkajian pembaruan pemikiran Islam 

juga diakui oleh Muhammad Khalid Masud, sebagaimana pernyataannya: 

 

The movement of modernism in Islam searched in Islamic tradition for a 
principle that whould help them grapple with the changing conditions. They 
found in maslaha such a concept. Naturally therefore more attention has been 
paid to the study of this concept ini modern times than ever before. 

Artinya: 

Gerakan-gerakan pembaruan dalam Islam mencari dalam tradisi Islam suatu 
prinsip yang akan membantu mereka menghadapi kondisi-kondisi yang 
senantiasa berubah. Mereka menemukan konsep semacam itu di dalam 
maslahat. Makanya wajar saja jika pada zaman modern konsep ini mendapat 
perhatian lebih untuk dikaji dibandingkan sebelumnya. 

                                                             
23

Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunni Usul Fiqh 

(Cet. I; Cambridge: University Press, 1997), h. 152 
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Jelaslah bahwa teori mas{lah{at merupakan saah satu dari gagasan-gagasan 

yang telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan hukum Islam lintas generasi yang 

sangat penting untuk menjadi acuan bagi generasi dalam aktivitas pengkajian hukum 

Islam. Gagasan ini tampaknya sangat relevan untuk menjadi salah satu landasan teori 

dalam penelitian ini. 

1.7.3 Fatwa MUI tentang Nikah Wisata 

 Pernikahan seperti ini telah terjadi sebuah fenomena yang serius dalam 

beberapa negara Islam pada akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam kehidupan, asal usul pernikahan ini telah ada pada orang-orang 

terdahulu, mereka menamai dengan pernikahan Misyar, namun pada masa saat ini 

dinamakan dengan pernikahan Wisata. 

Pernikahan Wisata adalah pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya 

gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini, pada hakikatnya 

perkawinan misyar dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, 

mencukupi rukun dan syaratnya, hanya saja istri harus mengalah dari beberapa hak-

haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suami, 

dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri lainnya. Dia 

harus rela tinggal di rumah dengan orang tuanya.
24

 

Muhammad Nabil Kazhim berpendapat bahwa, pernikahan misyar adalah 

pernikahan yg dimana pihak perempuan mendapatkan sebagian haknya saja yg diatur 

pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal,nafkah dan 

kelangsungan untuk tinggal bersamanya. Selanjutnya hal ini tentu menimbulkan 

ketidakadilan antara para istri. Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh laki-

                                                             

24
Muhammad Fuad  Syakir, Nikah Misyar adalah Pernikahan Terlarang; al-Misyar, al-Urfi, 

as-Sirri, al-Mut’ah, (Jakarta,Cendekia Sentra Muslim, 2002), h. 17-19 
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laki yang sedang musafir dan perempuan yang sudah tua, namun belum menikah, 

sedangkan ia sudah putus harapan untuk melangsungkn bentuk pernikahan yg 

normal. Biasanya pernikahan ini sudah memenuhi rukun nikah yaitu akad, 

keridho’an wali, dua orang saksi dan mahar. 

Pernikahan seperti ini dilakukan oleh para pedagang, tentanra, penuntut ilmu  

yang berada di negeri asing untuk menjaga dirinya dari kerusakan. namun saja perlu 

diwaspadai bahwa dalam bentuk pernikahan ini kurang penunaian hak disebabkan 

karena adanya kelemahan dalam menunaikan hak dan kewajiban, disamping 

memberikan nafkah kepada anak-anak dikemudian hari ketika jalinan pernikahan 

tersebut membuahkan anak.
25

 

Sebagian wisatawan muslim mancanegara punya cara menyiasati larangan 

berzina. Sebelum menyalurkan hasrat seksual, mereka menikahi pasangannya, 

dengan memenuhi syarat-rukun nikah. Ada wali, dua saksi, mas kawin sesuai 

negosiasi, plus prosesi ijab qabul. Perempuannya lajang tak bersuami. Bisa janda, 

tapi kebanyakan pelancong memesan perawan. Bunyi ijab qabul mirip nikah biasa. 

Tanpa penyebutan batas waktu seperti nikah mut'ah (nikah yang diharamkan 

kalangan Sunni), mayoritas muslim Indonesia. Pasangan pun merasa aman dan 

nyaman berasyik masyuk, karena berkeyakinan sebagai suami-istri sah. Bedanya 

dengan nikah biasa, perkawinan ini tidak berumur panjang. Bisa sebulan, sepekan, 

kadang cuma dua hari. Begitu jadwal liburan berakhir, pasangan pun bercerai. 

Agendanya memang sekedar pemuasan birahi. Bila si wanita melahirkan 

anak, tak ada lagi urusan dengan sang pria. Akad nikah dilakukan secara lisan, tanpa 
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Muhammah Nabil Kazhim, Buku Pintar Sikah; Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses, 

(Solo; Samudera, 2007), h.71 
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dicatat Kantor Urusan Agama. Perceraian pun diselesaikan secara lisan, tanpa 

pernyataan di depan Pengadilan Agama.
26

 

Praktik ini sudah lama berlangsung di Indonesia. Salah satu daerah subur 

nikah model ini adalah kawasan sejuk Puncak, Bogor-Cianjur, Jawa Barat, Bali, 

dimana kawasan itu mayoritas kebanyakan turis. Wisatawannya kebanyakan asal 

Timur Tengah. 

Investigasi Gatra tahun 2006 di Puncak mengungkapkan, kesediaan pihak 

perempuan dinikahi model ini cenderung didorong motivasi finansial. Mahar yang 

diberikan berkisar Rp.2.000.000,00 – Rp.10.000.000,00. Ada yang kawin hanya dua 

hari, dengan "tarif" Rp.2.000.000,00. Bila beruntung, selain terima mahar, si wanita 

juga diberi nafkah harian Rp.500.000 sehari. Tapi, mas kawin itu bukan milik penuh 

si istri, sebagaimana ketentuan lazim tentang mahar. Pihak perempuan hanya 

memperoleh separuh. Sisanya dibagi pada calo, saksi, dan wali nikah.
27

 Perkawinan 

adalah sebuah tanggung jawab yang besar, Allah SWT menurunkan perintah kawin 

untuk membangun dunia, mengembangbiakkan keturunan dan untuk perbaikan alam. 

Anak adalah tanggung jawab yang besar, mereka membutuhkan sandang, pangan dan 

pendidikan, supaya mereka bisa bermanfaat bagi bangsa, negara dan kemudian di 

masa depan. 

 

 

 

 

 

                                                             
26

Miftahunni’mah, Pernikahan Wisata.  http://miftahunnimah.blogspot.co.id/2011/09/ 

pernikahan-wisata.html (6 Februari 2018) 

27
Asrori S. Karni, Majalah GATRA Nomor 39 Beredar Kamis, 5 Agustus 2010. 

http://miftahunnimah.blogspot.co.id/2011/09/%20pernikahan-wisata.html
http://miftahunnimah.blogspot.co.id/2011/09/%20pernikahan-wisata.html
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Penjelasan diatas dapat dirumuskan bagan kerangka pikir sebagai berikut: 

 

Pikir Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir 

1.8 Metode Penelitian 

Hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang diinginkan bersama. 

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, berusaha untuk memaksimalkan dalam 

membahas secara rinci dan sistematis dengan harapan bahwa skripsi ini dapat 

memberikan suatu penambahan wawasan dan dapat memenuhi syarat suatu penulisan 

karya ilmiah, karenanya dengan menggunakan metodologi yang sangat berpengaruh 

besar dalam pencapaian apa yang hendak dicapai. Metode penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
28

 Data yang dikumpulkan dalam menyelesaikan dan dalam 

memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus statistik, melainkan berupa 

kata-kata yang digali dari buku atau literatur. 

                                                             
28

S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 36. 

Materi/Isi 

 

Pembaruan Hukum Perkawinan 

 

Tidak pernah ditemukan 

dalam kitab fikih 

sebelumnya 

 Mas{lah{ah  

 Maqa>s}id al-

Syari>’ah  

Fatwa MUI No.2/Munas-

VIII/MUI/2010/Nikah Wisata 

Metode Pembaruan 



19 
 

 
 

Penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literer atau library research, 

yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan 

berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan beberapa 

tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
29

 

 Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan 

cara baru atau untuk keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu 

diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai 

bahan dasar untuk melakukan dedukasi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga 

kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai bahan dasar pemecahan 

masalah. 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, 

maka penelitian ini membutuhkan data-data deskriptif yang berupa data-data tertulis 

bukan angka. Penelitian ini juga tergolong ke dalam jenis penelitian pustaka (library 

research), karena penelitian ini cara mengakses data penelitiannya banyak diambil 

dari bahan-bahan pustaka. 

 

1.8.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif yang 

merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan 

yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan 

dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lain. Dengan 

demikian objek materialnya adalah produk pemikiran hukum Islam berupa hasil-hasil 
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Afifuddin, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111. 
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fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI mengenai hukum keluarga. Selain 

itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis yang merupakan 

pemahaman agama Islam secara hukum menurut Islam. Hukum yang dipakai umat 

Islam adalah berdasarkan al-Qur’an dan wahyu yang diturunkan Allah kepada para 

Nabi. Islam mengajarkan manusia untuk mentaati peraturan, sedangkan peraturan 

merupakan hukum itu sendiri. Kemudian pendekatan sosiologis, merupakan sebuah 

kajian ilmu yang berhubungan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang 

satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Pendekatan 

sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu 

sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu 

dengan yang lain, atau antara keompok yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, 

pendekatan sosiologis berupaya mengkaji pengaruh konteks sosial masyarakat 

terhadap fatwa keagamaan yang dikeluarkan MUI. 

1.8.3 Sumber Data 

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan 

data sekunder. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder, yaitu: 

1.8.3.1 Sumber data primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang 

dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data atau 

di sebut juga sumber data / informasi tangan pertama, dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga 

sebagai data asli atau data baru.
30

 Sumber data primer yaitu kumpulan atau 

himpunan fatwa MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS-
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Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa, 
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VIII/MUI/2010/Nikah Wisata, buku-buku, jurnal atau artikel-artikel yang 

dapat mendukung dari penelitian ini. 

1.8.3.2 Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi 

data-data primer. Adapun sumber data sekunder penulis jadikan sebagai 

landasan teori kedua dalam kajian skripsi setelah sumber data primer. Data 

ini berfungsi sebagai penunjang data primer, dengan adanya sumber data 

primer maka akan semakin menguatkan argumentasi maupun landasan teori 

dalam kajiannya.
31

 

1.8.4 Metode Pengumpulan Data  

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan  jadi sumber data seluruhnya 

adalah sifatnya tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan 

judul penelitian ini akan dikaji secara kritis. Dalam pengumpulan data yang 

digunakan dua cara pengutipan yakni: 

1.8.4.1 Kutipan langsung, yaitu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang 

lain yang ada dalam buku tanpa mengubah sedikitpun dari aslinya baik 

kalimat maupun maknanya. 

1.8.4.2 Kutipan tidak langsung, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengutip 

pendapat orang yang terdapat dalam buku literature dengan mengubah 

redaksi kalimatnya, tetapi maksud dan maknanya tidak berubah. 

1.8.5 Metode Analisis Data 
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Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
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Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
32

 

Penulis menggunakan metode induksi, deduksi, dengan maksud untuk 

memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan 

berbagai buku. 

1.8.5.1 Metode induksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal 

yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum. 

1.8.5.2 Metode deduksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal 

yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat 

khusus dan dapat dipertanggungjawabkan 

  

                                                             
32

Noeng Muhajir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 
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BAB II 

DESKRIPSI UMUM FATWA MUI 

TENTANG NIKAH WISATA 

2.1 Pengertian Nikah Wisata 

Pernikahan wisata telah menjadi sebuah fenomena yang serius di beberapa 

negara Islam pada akhir-akhir ini termasuk negara Indonesia yang disebabkan oleh 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal-usul pernikahan ini telah 

ada pada orang-orang terdahulu, mereka menamai dengan pernikahan misyar, namun 

pada masa saat ini pernikahan tersebut lebih dikenal dengan istilah nikah wisata. 

Nikah wisata adalah merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dengan 

memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan 

dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan 

selama dalam wisata/perjalanan.
33

 Pada hakikatnya pernikahan wisata dilaksanakan 

oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, 

hanya saja istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya seperti mendapatkan 

tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suami, dan dari hak nafkah yaitu 

pembagian yang adil antara dia dengan istri lainnya. Dia harus rela tinggal di rumah 

dengan orang tuanya.
34

 Adapun rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam 

yaitu. 

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting 

demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang 

perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak 

sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus 
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dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad 

perkawinan.
35

 Oleh karena itu, keabsahan suatu pekerjaan atau perbuatan memenuhi 

rukun dan syarat. 

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad–akad lain yang 

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun 

rukun nikah adalah: 

a. Mempelai laki-laki; 

b. Mempelai perempuan; 

c. Wali; 

d. Dua orang saksi; 

e. Shigat ijab dan Qabul.
36

 

Lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab dan qabul antara 

yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan 

syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-

syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. 

Rukun perkawinan dalam hal ini yaitu akad, maka para ulama mazhab 

sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang 

mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang 

melamarnya, atau antara pihak-pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, 

dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya 

akad.
37
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Adapun syarat-syarat dalam perkawinan adalah sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat calon suami. 

1) Beragama Islam; 

2) Laki-laki; 

3) Bukan mahram dari calon istri; 

4) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri; 

5) Orang tertentu, jelas orangnya; 

6) Tidak sedang ihram; 

7) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

b. Syarat-syarat Istri 

1) Beragama Islam; 

2) Perempuan; 

3) Tidak ada halangan syarat, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak 

sedang dalam masa iddah; 

4) Merdeka, atas kemauan sendiri. 

5) Jelas orangnya. 

6) Tidak sedang melaksanakan ihram. 

7) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

c. Syarat-syarat Wali 

1) Laki-laki; 

2) Baligh; 

3) Sehat akalnya; 

4) Mempunyai hak perwalian; 

5) Tidak dipaksa; 

6) Tidak sedang melaksanakan ihram; 
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7) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 

Adapun macam-macam wali: 

1) Wali nasab, adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai 

perempuan yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai 

perempuan seperti bapak, paman, saudara laki-laki bapak, saudara laki-

lakinya sendiri. 

2) Wali hakim, adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang 

dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari 

Departemen Agama. 

3) Hakam, adalah seseorang yang masih termasuk anggota keluarga calon 

mempelai perempuan namun bukan wali nasab dan mempunyai 

pengetahuan agama sebagai wali yang cukup. 

4) Muhakam, adalah seorang laki-laki bukan keluarga calon mempelai 

perempuan dan bukan dari penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan 

agama yang baik dan dapat menjadi wali perkawinan.
38

 

d. Syarat-syarat Saksi 

1) Islam; 

2) Dua orang saksi; 

3) Laki-laki; 

4) Baligh; 

5) Sehat akalnya; 

6) Dapat mendengar dan melihat; 

7) Bebas; 
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8) Tidak dipaksa; 

9) Tidak sedang melaksanakan ihram; 

10) Hadir dalam ijab dan qabul; 

11) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan qabul. 

e. Syarat-syarat sighat ijab qabul 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; 

2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai; 

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata 

tersebut; 

4) Antara ijab dan qabul bersambungan; 

5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah; 

6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu 

calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang 

saksi.
39

 

Rukun dan syarat sah perkawinan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 

Pasal 6 

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
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(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 

wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan 

dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 

ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah 

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 

mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 

yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Pasal 7 

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun. 

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang 

tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku 
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juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan 

tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
40

 

Adapun perbandingan rukun dan syarat perkawinan yang sah yang terdapat 

dalam hukum Islam dan UU. RI. No. 1 Tahun 1974, bahwasanya pada hukum Islam 

rukun dan syaratnya meliputi kedua mempelai, wali, dua orang saksi, sighat, dan ijab 

qabul dijelaskan secara mendalam tentang syarat yang harus terpenuhi untuk 

melangsungkan perkawinan sesuai dengan rukun yang diberlakukan oleh hukum 

Islam. Sedangkan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 hanya menjabarkan tentang 

kriteria kedua calon mempelai yang di mana harus terpenuhi dan memiliki batasan-

batasan umur untuk melangsungkan suatu perkawinan dan memiliki izin yang 

disetujui oleh orang tua atau wali. Serta dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 perkawinan 

dianggap sah apabila perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (2). 

Pada pembaruan hukum tentang nikah wisata, dilihat dari rukun dan syarat 

perkawinan telah terpenuhi dan juga perkawinannya sah apabila yang menjadi wali 

ada hubungan nasab dari anggota keluarga calon mempelai perempuan seperti, 

bapak, paman, saudara laki-laki bapak, dan saudara laki-lakinya sendiri. Pada UU RI 

No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi 

syarat sahnya suatu perkawinan yaitu dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Bentuk dan cara pernikahan wisata selain mirip dengan nikah mut’ah juga 

hampir sama dengan nikah misyar. Pernikahan misyar adalah pernikahan pada pihak 

perempuan mendapatkan sebagian haknya saja yang diatur pada saat akad nikah, 

seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan kelangsungan untuk tinggal 
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bersamanya. Selanjutnya hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan antara para istri. 

Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh laki-laki yang sedang musafir dan 

perempuan yang sudah tua, namun belum menikah, sedangkan ia sudah putus 

harapan untuk melangsungkan bentuk pernikahan yang normal. Biasanya pernikahan 

ini sudah memenuhi rukun nikah yaitu akad, keridhaan wali, dua orang saksi dan 

mahar. Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh para pedagang, tentara, 

penuntut ilmu yang berada di negeri asing untuk menjaga dirinya dari kerusakan 

namun saja perlu diwaspadai bahwa bentuk pernikahan ini kurang penunaian hak 

disebabkan karena adanya kelemahan dalam menunaikan hak dan kewajiban, 

disampaikan memberikan nafkah kepada anak-anak dikemudian hari ketika jalinan 

pernikahan tersebut membuahkan anak.
41

  

Sebagian wisatawan muslim dari negara lain mempunyai cara agar bisa 

menyiasati larangan berzina. Sebelum menyalurkan hasrat seksual, mereka menikahi 

pasangannya, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah. Bunyi ijab qabul mirip 

nikah biasa, tanpa penyebutan batas waktu seperti nikah mut’ah (nikah yang 

diharamkan kalangan sunni), mayoritas muslim Indonesia. Pasanganpun merasa 

aman dan nyaman, karena berkeyakinan sebagai suami istri sah. Bedanya dengan 

nikah biasa, perkawinan ini tidak bertahan lama seperti pernikahan pada biasanya 

yang menginginkan untuk berpisah jika maut telah memisahkannya. Pernikahan 

wisata bisa bertahan sebulan, sepekan, keadaan cuma dua hari. Begitu jadwal liburan 

berakhir, pasanganpun bercerai. Agendanya hanyalah sekedar nafsu birahi. Dengan 

harapan bila si wanita melahirkan anak tak ada lagi urusan dengan sang pria. Akad 

nikah dilakukan secara lisan, tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). 
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Perceraipun diselesaikan secara lisan, tanpa pernyataan di depan Pengadilan Agama. 

Praktik ini sudah lama berlangsung di wisata adalah kawasan sejuk Puncak, Bogor-

Cianjur, Jawa Barat, dimana kawasan itu mayoritas kebanyakan turis, wisatawannya 

kebanyakan asal Timur Tengah. 

Pernikahan adalah sebuah awal dimulainya kehidupan dua insan sebelumnya 

tidak mempunyai hak dan kewajiban, dengan pernikahan muncul hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh keduanya. Seorang suami harus bertanggung jawab 

terhadap istrinya, terlebih apabila pasangan tersebut dikaruniai buah hati maka 

seorang suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan primer dan 

sekunder. Selain itu, harus bertanggung jawab dalam pendidikan, kesehatan, serta 

akhlak seorang anak, karena anak adalah titipan Allah swt. oleh karena itu, dalam 

pernikahan haruslah saling menjaga satu sama lainnya, jangan sampai terjadi sebuah 

pertengkaran keduanya haruslah saling instropeksi diri dan saling memaafkan, dan 

jangan sampai terjadi sebuah perceraian, meskipun perceraian tidak terlarang. 

Adapun hak dan kewajiban suami isteri yaitu seorang laki-laki dan 

perempuan yang telah melangsungkan sebuah acara pernikahan akan timbul 

tanggung jawab diantara keduanya. Dengan tanggung jawab tersebut, suami-isteri 

yang menikah akan mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, baik 

kewajiban suami kepada isteri ataupun kewajiban isteri kepada suami. Hak tidak 

dapat diminta, apabila tidak memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. 

Pembahasan hak dan kewajiban suami-isteri dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 30-34, pasal 30 menyatakan: ”suami-isteri 

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi 

dasar dari susunan masyarakat”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

hak dan kewajiban suami-isteri diatur dalam BAB XII Pasal 77-84. 
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Pasal 79 

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan pergaulan 

hidup bersama dalam masyarakat. 

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
42

 

Pasal 80 Kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap isteri dan 

keluarganya, sebagai berikut: 

(1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan 

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskan oleh suami-isteri bersama. 

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat 

bagi agama, nusa, dan bangsa. 

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi 

isteri dan anak; 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a 

dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 
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(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isterinya 

nusyuz.
43

 

Pasal 81 

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya 

atau bekas isteri yang masih dalam iddah. 

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama 

dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya 

dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. 

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta 

kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya 

serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik 

berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang 

lainnya.
44

 

Adapun kewajiban isteri diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat (2) dan diatur lebih rinci 

dalam pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: 

Pasal 83 
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(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada 

suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. 

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-

hari dengan sebaik-baiknya. 

Pasal 84 

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan 

alasan yang sah. 

 (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut 

pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk 

kepentingan anaknya. 

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah 

isteri nusyuz. 

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus 

didasarkan atas bukti yang sah.
45

 

Konsep maqa>s}id al-syari>’ah memiliki lima unsur memelihara agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. Apabila dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami isteri 

, maka hal tersebut telah terpenuhi seluruhnya karena sebagai pasangan suami isteri 

diharuskan untuk saling menjaga satu sama lain. 

Pada konsep pembaruan hukum tentang nikah wisata, apabila dikaitkan 

dengan hak dan kewajiban suami isteri hal tersebut tidak terpenuhi seluruhnya, 

karena nikah wisata memiliki jangka waktu lamanya suatu perkawinan berlangsung, 

sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi. Apabila pasangan nikah 
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wisata memiliki keturunan maka anak tersebut tidak dapat memperoleh nafkah dari 

ayahnya ketika nikah wisata telah berakhir.  

2.2 Hukum Nikah Wisata 

Nikah wisata merupakan istilah nikah yang muncul pada zaman sekarang ini, 

dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwasanya nikah wisata 

merupakan bagian dari nikah sementara (zawaj muaqqat) dan termasuk bagian dari 

nikah mut’ah. Oleh karena itu, penulis dalam sub bab bagian hukum nikah wisata 

berdasarkan pendapat para ulama akan menyamakan nikah wisata dengan nikah 

mut’ah sebagaimana yang ada dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, karena 

nikah mut’ah adalah nikah yang telah ada pada masa Rasulullah, sedangkan nikah 

wisata hanyalah istilah yang muncul akhir-akhir ini. 

Para Ulama sepakat bahwasanya pernikahan jenis ini hukumnya haram, 

kecuali pendapat dari golongan Syafi’ah: (1) Menurut Syi’ah Nikah mut’ah dan 

nikah muaqqat (temporal) hukum keduanya tidak sah. Pernikahan mut’ah telah 

dinyatakan tidak sah oleh ijma’ (kesepakatan) para ulama kecuali Syi’ah, mereka 

berpegangan pada pendapat Ibnu Abbas dan beberapa sahabat serta tabi’in, 

sedangkan pernikahan mu’aqqat dinyatakan tidak sah oleh jumhur ulama, karena 

sama dengan nikah mut’ah dan di dalam akad yang dipandang adalah maknanya. 

Akan tetapi, Zufr dan Syiah menyatakan bahwa kedua pernikahan tersebut sah 

dilakukan. Zufr berkata “pernikahan tersebut sah dan bersifat lazim, karena 

pernikahan itu tidak akan batal sebab adanya syarat-syarat yang rusak.
46

 (2) Menurut 

Ulama Syafi’ah nikah mut’ah adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu 

tertentu. Jika seorang lelaki menikah dengan syarat adanya khiyar (pilihan), maka 
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akadnya tidak sah. Karena, akad tersebut dapat batal oleh adanya kesepakatan khiyar 

seperti hal dalam jual beli.
47

 

Menurut Ulama Syafi’ah pernikahan seperti ini merupakan pernikahan yang 

fasid (rusak) karena tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah 

terlaksananya serta tidak mengakibatkan terlaksananya akibat-akibat hukum seperti 

pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, 

tidak ada hubungan mahram sebab mushaharah (besanan), penetapan nasab dan 

iddah (3) Menurut Ulama Hanabillah, nikah yaitu seorang lelaki menikahi seorang 

perempuan untuk jangka waktu tertentu, memberikan syarat untuk menceraikannya 

pada waktu tertentu atau berniat di dalam hatinya untuk menceraikanpada jangka 

waktu tertentu. Pernikahan mut’ah juga bisa berwujud pernikahan seorang lelaki 

asing (pendatang) dengan berniat untuk menceraikan si perempuan jika ia keluar dari 

wilayah yang ia tempati tersebut atau seorang lelaki berkata, “nikahkanlah mut’ah 

diriku dengan dirimu” lantas si perempuan menjawab “aku menikahkanmu mut’ah 

dengan diriku tanpa wali dan saksi”. Barangsiapa yang telah melaksanakan akad 

seperti ini maka ia dikenakan ta’zir dan nasab anak disandarkan pada drinya.
48

 

Pernikahan wisata merupakan pernikahan yang dilarang karena mempunyai 

dampak negatif yang sangat banyak sekali, dampak-dampak negatif dari pernikahan 

jenis ini adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Merendahkan Martabat Wanita 

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam memandang wanita sebagai 

pemegang peranan penting dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara 
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karena wanita dapat menentukan baik atau tidaknya generasi penerus bangsa. Wanita 

adalah madrasah atau sekolah pertama bagi generasi penerus bangsa, karena mereka 

(wanita) adalah yang mengandung dan membesarkan anak-anak generasi bangsa 

dengan sentuhan kasih saying yang dapat menjadikan anak-anak yang diasuhnya 

berkembang menjadi pribadi yang kuat, cerdas, berakhlak dan siap menjadi penerus 

bangsa yang unggul. 

Wanita memegang peranan yang cukup penting dalam menentukan baik 

tidaknya generasi suatu bangsa. Karena sesungguhnya wanitalah yang cukup 

dominan dalam menentukan arah generasi yang “dicetaknya” sejak dalam masa 

pranatal hingga generasi tersebut siap untuk berdiri secara mandiri. Mengingat beban 

yang cukup berat tersebut,maka Islam menempatkan posisi seorang wanita (ibu) tiga 

tingkat di atas seorang ayah untuk ditaati oleh anak-anaknya.
49

 

Penghormatan Islam terhadap wanita pun terlihat dalam aturan hukum 

tentang perkawinan. Di mana Islam melarang antar lawan jenis untuk saling 

berpandangan dan melakukan hal-hal yang hanya diperkenankan bagi mereka yang 

telah melewati pintu perkawinan. Hal ini semata-mata untuk menjaga kehormatan 

masing-masing pihak, dan ketika seorang pria telah sungguh-sungguh mencintai 

seorang wanita, demikian juga sebaliknya, maka si pria dianjurkan untuk segera 

mengawininya. Bila ia telah mengawini wanita tersebut, maka ia harus bisa 

menjaganya baik materiil maupun immaterial, sebagai wujud penghormatannya 

kepada wanita tersebut.
50

 

Penghormatan Islam terhadap wanita yaitu, wanita mempunyai hak dalam 

menentukan besaran mahar yang akan diterma dari seorang laki-laki, selain itu 
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wanita juga tidak boleh disentuh oleh yang bukan mahramnya bahkan dilarang untuk 

memandangi wanita yang bukan mahramnya. Setelah menikahi wanita juga 

mendapatkan penghormatan dari agama Islam yaitu memerintahkan kepada 

suaminya untuk menggauli istrinya secara ma’ruf, tidak berlaku kasar, dan harus 

dapat berlaku adil terhadap wanita apabila mempunyai istri lebih dari seorang. 

Tidak demikian halnya dengan pandangan Syi’ah tentang nikah wisata. Bagi 

mereka yang dinikahi dengan jenis pernikahan seperti ini dianggap bukan seorang 

istri, melainkan dianggap hanya sebagai wanita sewaan. Sehingga dengan 

menempatkan wanita pada kedudukan yang serendah ini, maka dapat dibayangkan 

betapa rendahnya ilmu agama yang mereka miliki karena banyak dalil-dalil agama 

yanag dilanggar. 

2.2.2 Penelantaran Anak 

Anak merupakan amanah yang diberikan Allah kepada para orang tua, 

dengan maksud agar orang tua tersebut merawat, mendidik dan menjadikan anak 

tersebut sebagai pribadi yang dapat membawa keberkahan dalam rumah tangga. 

Dengan lahirnya seorang anak dalam keluarga mampu menjadi perekat hubungan 

suami-istri dan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Lahirnya anak dikeluarga 

adalah tanggung jawab orang tua yang harus dibesarkan dengan penuh cinta kasih 

saying, dengan cara mencukupi kebutuhan sehari-hari sang anak sampai ia tumbuh 

dewasa dan mandiri. 

Suami-istri yang yang dikaruniai seorang anak akan berbagi tugas dalam 

mendidik dan membesarkan sang anak. Suami mempunyai tugas dan tanggung jawab 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan istrinya, oleh karena itu suami 

harus bekerja supaya mendapatkan rezeki. Sedangkan istri lazimnya mempunyai 

tugas dan tanggung jawab dalam mengurus anak seperti menyusui dan mengurus 

rumah tangga. Dalam nikah wisata anak yang lahir adalah tanpa mempunyai seorang 
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ayah, hal ini menjadi beban tersendiri bagi seorang ibu, yang harusnya bertugas 

untuk merawat dan mendidik anak akan mempunyai tugas lain yaitu menjadi orang 

tua tunggal (single parent) yang harus bertanggung jawab pada pemenuhan materi 

yaitu kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pendidikan dan 

kesehatan 

2.2.3 Rentan Terhadap HIV/AIDS 

Islam adalah agama yang sempurna. Dalam Islam kita sebagai umat manusia 

diajarkan untuk tidak berlaku berlebih-lebihan (isrof) dalam segala hal. Isrof 

merupakan perbuatan yang tercela dan merupakan awal sumber dari berbagai macam 

penyakit, baik penyakit lahiriah, maupun penyakit batiniah. Contoh, Allah swt 

memerintahkan manusia untuk makan dan minum, tetapi dalam makan dan minum 

tersebut kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Karena jika perut terlalu kenyang 

disebabkan makan dan minum terlalu banyak, dilihat dari aspek kesehatan akan 

memunculkan berbagai jenis penyakit fisik. Jika dilihat dari sudut pandang agama, 

terlalu kenyang akan mengakibatkan kemalasan untuk melaksanakan perintah-

perintah agama untuk beribadah dan tidak peka terhadap kondisi-kondisi sosial 

masyarakat sekitarnya. 

 

 

2.3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, 

Zua’ma dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim 

Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan 

setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat.
51
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MUI merupakan wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan 

pemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis 

ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M / 17 Rajab 1395 H dalam suatu pertemuan 

ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama 

Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975. Berdirinya 

MUI dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni bahwa (1) wadah ini telah lama menjadi 

hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa Indonesia 

ulama memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasehat-nasehat mereka dicari 

umat, sehingga program pemerintah khusunya menyangkut keagamaan akan berjalan 

baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama 

dan (2) peran ulama sangat penting. 

Mejelis Ulama Indonesia mempunyai fungsi yang sangat strategis dan relevan 

dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Fungsi-fungsi dari Majelis Ulama 

Indonesia sebagai berikut:  

2.3.1 Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan 

kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar 

makruf nahi mungkar. 

2.3.2 Memperkuat ukhuwah (kerukunan) Islamiah dan memelihara serta 

meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

2.3.3 Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama 
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2.3.4 Menjadi penghubung antar ulama dan umara (pejabat pemerintahan), serta 

menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat beragama guna 

menyukseskan pembangunan nasional.
52

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah banyak mengeluarkan fatwa dalam 

berbagai bidang diantaranya bidang akidah, ibadah, sosial, dan budaya. Dalam 

musyawarah nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya’ban 1431 H/ 25-28 Juli 

tahun 2010 yang diadakan di Jakarta, MUI mengeluarkan fatwa tentang nikah wisata. 

Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia menjelaskan pengertian dari nikah 

wisata, yang dimaksud dengan nikah nikah wisata adalah bentuk pernikahan yang 

dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan 

tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk 

memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan. 

Ketentuan hukum nikah wisata sebagaimana dimaksud dalam pengertian 

nikah wisata tersebut adalah hukumnya haram, karena merupakan nikah muaqqat 

(nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah mut’ah. Fatwa tersebut 

dengan jelas menyebutkan bahwa nikah wisata hukumnya haram. Fatwa tersebut 

sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan nikah wisata adalah pernikahan yang 

dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam 

wisata/perjalanan. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

menegaskan bahwa nikah wisata hukumnya adalah haram. 
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BAB III 

METODE PEMBARUAN YANG DIGUNAKAN MUI 

DALAM MENETAPKAN FATWA NIKAH WISATA 

3.1 Metode Pembaruan MUI dalam Menetapkan Fatwa Nikah Wisata 

Dasar-dasar penetapan fatwa berdasarkan urutan tingkatannya adalah al-

Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Dasar-dasar ini tidak hanya berhenti sampai disitu 

tapi juga harus disusuli beberapa pendapat para ulama fuqaha dan Imam mazhab 

yang ada dan telah dikaji sebelumnya dengan masalah yang sama. Aspek pembaruan 

metodologis pada beberapa fatwa MUI dianalisis dengan melihat kerangka 

metodologis yang digunakan dalam menetapkan fatwa. Hal ini penting dilakukan 

untuk upaya pengujian kembali konsistensi MUI mengaplikasikan sistem dan 

prosedur penetapan fatwa berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan berdasarkan 

ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2003.
53

 

Masalah yang dikaji MUI dan melahirkan persoalan yang kontroversial 

adalah pernikahan wisata. Nikah wisata dapat dikatakan bentuk perkawinan baru di 

era modern ini. Pernikahan ini merebak di Indonesia seiring dengan model praktik 

nikah yang dilakukan orang-orang Arab kaya yang suka berwisata ke mancanegara, 

semisal Indonesia. Dasar yang dikemukakan MUI tehadap keabsahan perkawinan ini 

adalah karena pernikahan ini terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan 

dalam fikih (hukum Islam). Sedangkan sisi pembaruan yang dilakukan MUI lebih 

pada upaya menjalankan aturan perundang-undangan untuk menolak dampak 

negatif/madharrah. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan teori pembaruan 

hukum, metode yang digunakan MUI terhadap permasalahan ini lebih condong pada 
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metode deduktif dan metode induktif, serta dikaitkan dengan metode Qi>yas dan 

Istihsa>n 

3.2 Metode Qi>yas 

Secara bahasa qi>yas berarti mengukur, menyamakan, dan menghimpun atau 

ukuran, skala, bandingan, dan analogi. Adapun pengertian qi>yas secara istilah, 

banyak sekali definisi yang dapat dijumpai. 

Sadr Asy-Syari’ah (w. 747 H/1346 M) seorang tokoh ushul fikih Hanafi, 

mendefinisikan qi>yas dengan: 

 تعدَيةَالحكمَمنَالاَصلَالىَالفرَعَلعلةَمتحدَةَلاَتدَرَكَبمجرَدَاللغة
Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu’ disebabkan kesatuan ‘illat 
yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja. 

Maksudnya ‘illat yang ada pada satu nash sama dengan ‘illat yang ada pada 

kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan ‘illat ini, maka 

hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan 

oleh nash tersebut. 

Adapun mayoritas ulama Syafi’iyah mendefinisikan qi>yas dengan: 

حملَغيرَمعلوَمَعلىَمعلوَمَفىَاَتباَتَالحكمَلهماَاوَنفيهَعنهماَبامرَجاَمعَبينهماَ

َاوَ َحكم من

 صفة
Membawa hukum yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui 
dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum 
bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum 
maupun sifat. 

Saifuddin Al-Amidi, mendefinisikan qi>yas dengan: 

 عباَرةَعنَالاستواءيينَالفرَعَوالاصلَفىَالعلةَالمستنبطةَمنَحكمَالاَصل
Mempersamakan ‘illat yang ada pada furu’ dengan ‘illat yang ada pada ashal 
yang diistinbatkan dari hukum asal. 
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اَلحاَقَامرَغيرَمنصوَصَعلىَحكمهَالشرَعيَباَمرَمنصوَصَعلىَحكمهَلاشتراَ

َفىَ كهما

 علةالحكم
Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan 
sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan ‘illat 
hukum antara kedunya.

54
 

3.3 Metode Deduktif 

Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal 

yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya 

yang khusus. Jadi analisis deduktif dikaitkan dengan metode qiyas, maka contoh 

konkritnya yaitu: 

3.3.1 Nikah Mut’ah 

Secara istilah,  yang dimaksud nikah mut’ah adalah, seseorang yang menikah 

dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian 

kepadanya berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah 

selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalaq dan tanpa 

warisan.
55

 

Prinsip-prinsip sebuah pernikahan, nikah mut’ah, sangat tidak sesuai dengan 

nikah yang telah Allah swt syariatkan. Di mana diketahui bahwa, nikah mut'ah 

dibatasi oleh waktu, dengan demikian, nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu 

yang ditentukan dalam aqad atau faskh, sedangkan dalam syariat, pernikahan 

berakhir dengan talak atau meninggal dunia, dengan kata lain tidak dibatasi oleh 

waktu. 

Selain dibatasi oleh waktu, nikah mut'ah juga tidak membatasi jumlah istri 

yang boleh dinikahi. Maka boleh bagi seorang peria menikah lebih dari empat orang 

                                                             
54

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, h. 270-271 
55

Armen Halim Naro, Nikah Mut’ah (Nikah Kontrak), 2006 h. 2 



45 
 

 
 

istri dan ini dapat dilakukan tanpa wali atau tanpa persetujuan walinya, dan dalam 

pernikahan ini tidak diperlukan saksi, pengumuman,  perceraian, pewarisan dan 

pemberian nafkah setelah selesainya waktu yang telah disepakati. Kecuali 

sebelumnya telah terjadi kesepakatan atau apabila si perempuan itu hamil. 

Ditinjau dari segi mudhoratnya (dampak negatif), nikah mut'ah merupakan 

bentuk pelecehan terhadap kaum wanita, merusak keharmonisan keluarga, 

menelantarkan generasi yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, menimbulkan dan 

menyebarkan penyakit kelamin, meresahkan masyarakat, dan karena tidak 

diwajibkan adanya wali dan saksi, bisa jadi, seseorang mengumpulkan antara dua 

bersaudara, atau antara anak dan ibunya atau bibinya dan tidak menutup 

kemungkinan, ia menikahi anaknya sendiri dari hasil pernikahan mut'ah yang 

dilakukan sebelumnya, bahkan, bisa jadi ia mengumpulkannya dengan ibunya karena 

ketidak tahuannya dan tidak adanya orang yang mengetahuinya. 

Jelaslah bagi kita sebab-sebab diharamkannya nikah mut'ah, selain tidak 

sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah saw dan syariat yang dibawanya, Nikah 

mut'ah juga memiliki banyak mudhorat (dampak negatif), yang berdampak pada 

agama, masyarakat maupun akhlak, oleh kerna itu Rasulullah mengharamkannya, 

karena didalamnya terdapat berbagai macam kerusakan.
56

 

Jadi, dapat dianalisis bahwa nikah mut’ah dapat diqiyaskan dengan nikah 

wisata, karena kedua pernikahan tersebut hanya bersifat sementara atau jangka 

waktunya terbatas. 

3.3.2 Nikah di Bawah Tangan 
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Nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, 

tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi 

pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh 

akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Istilah nikah di bawah tangan 

mengemuka setelah  UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara 

efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari 

nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang 

diatur dalam UU Perkawinan.Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah di 

 bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dan nikah yang 

dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai 

akibat hukum, berupaya pengakuan dan perlindungan hukum.
57

 

Jadi, dapat dianalisis bahwa nikah di bawah tangan dapat diqiyaskan dengan 

nikah wisata, karena kedua pernikahan tersebut apabila ditinjau dari UU RI No. 1 

Tahun 1974 perkawinan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya 

suatu pernikahan yaitu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3.4 Metode Induktif 

Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir 

dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena 

yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Generalisasi 

adalah bentuk dari metode berpikir induktif. 

Contoh analisis induktif yang dikaitkan dengan nikah wisata, nikah wisata 

adalah nikah yang telah diharamkan hukumnya dalam hukum Islam itu sendiri 

melalui fatwa MUI, karena adanya beberapa hal yang tidak terpenuhi seperti 
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pernikahan tersebut dibatasi oleh waktu dan juga pernikahan tersebut tidak tercatat 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdapat dalam UU RI No. 

1 Tahun 1974, tidak pula tercapai pada tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana 

yang terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21, dan tidak terpenuhi hak dan kewajiban 

suami isteri, karena nikah wisata ini memiliki jangka waktu lamanya suatu 

pernikahan tersebut berlangsung, serta pernikahan wisata ini sangat menimbulkan 

mudharat khususnya untuk seorang wanita, jika ia mempunyai anak dalam 

pernikahan itu, maka dari manakah ia dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk 

anaknya jika bukan dari suami yang menikahinya. Nikah bukan hanya untuk 

bersenang-senang, tapi untuk membina keluarga. Nikah wisata bisa berdampak 

penelantaran, mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang melaksanakan 

kebaikan, namun apabila dilihat secara menyeluruh nikah wisata ini terpenuhi rukun 

dan syarat sahnya suatu pernikahan, hal tersebut dianggap sah sebagaimana nikah 

pada umumnya. 

Metode pembaruan yang digunakan MUI dalam menetapkan nikah wisata 

adalah metode Qi>yas, deduktif dan iinduktif. Dalam artinya yang umum adalah 

setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 

menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Pernikahan jenis ini 

mengandung masalah krusial. Tujuan pokok pernikahan adalah untuk menghalalkan 

persetubuhan. Sedangkan tujuan ikutannya membentuk keluarga sakinah. Dalam 

konteks demikian nikah wisata hanya memenuhi tujuan pokok, dan tidak mencapai 

tujuan ikutan. Dalam hal itu, setiap yang tidak sesuai dengan maqashid syariah, baik 

ashliyah maupun tabi’iyah, jadi terlarang. Nikah wisata bisa berdampak 

penelantaran. Dalam hal itu, mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang 

melaksanakan kebaikan. Nikah wisata dilarang bukan karena akadnya sah atau batal, 
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melainkan karena implikasi dharar (mudarat). Tentu, hal ini memiliki hubungan yang 

tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang menuntun bahwa apapun yang dilarang 

pastilah mengandung mafsadah dan begitu pula setiap yang diperintahkan pastilah 

memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan baik bagi pribadi ataupun terhadap 

orang lain dan lingkungan. Secara kasat mata mungkin penilaiannya akan berbanding 

terbalik dengan asumsi logika manusia. Baik menurut logika belum tentu memberi 

manfaat dan maslahah menurut syari’ dan buruk dalam penilaian logika belum tentu 

menimbulkan mafsadah menurut syari’. Selain adanya perintah dan larangan, dalam 

Islam ada juga yang sifatnya diberikan keleluasaan untuk menentukan baik dan 

buruknya sesuatu atau antara melaksanakan dan tidak. Ini biasanya disebut dengan 

tagyir. Dalam konteks ini diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan dimana 

akal sehat dan nurani bisa menilai mana yang lebih tepat dilaksanakan dan mana 

yang mesti ditinggalkan. Singkat kata Islam hadir dalam rangka mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
58

 

Mustahil kebahagiaan dan ketentraman dapat dicapai kecuali hanya 

kebahagiaan semu yang sifatnya sementara. Dalam hukum positif jelas dan nyata 

pula bahwa pernikahan jenis ini merupakan sebuah pelanggaran hukum dan ilegal. 

Oleh karena di Indonesia tidak mengenal perkawinan sementara seperti yang 

ditegaskan didalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan merupakan wahana untuk mewujudkan 

keluarga yang bahagia dan kekal. Kemudian keturunan yang dilahirkan akibat 

perkawinan tersebut akan menjadi masalah tentang nasabnya. Oleh sebab itu, si anak 

harus rela hidup tanpa pengakuan ayah selamanya. Begitu pula jika terjadi pertikaian 
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atau pemutusan sepihak sebelum masa kontrak berakhir, perempuan biasanya 

ditinggal begitu saja, tidak ada pertanggung jawaban apapun pada pihak laki-laki. 

Pihak perempuan tidak dapat melakukan gugatan kepada laki-laki yang sudah kabur 

ke negara asalnya, karena dalam nikah kontrak tidak ada istilah talak dan pusaka 

mempusakai antara suami isteri. Kalaupun itu dipaksakan masuk kedalam jenis 

pernikahan ini di Indonesia termasuk pernikahan yang dilarang dan ilegal karena 

undang-undang perkawinan Indonesia tidak mengenal istilah pernikahan sementara 

atau nikah dengan sistem kontrak. Oleh karena ilegal, maka pelaku dan semua yang 

terlibat didalam prosesnya dapat dijerat dengan hukum yang berlaku.
59

 

Pernikahan wisata ini sangat menimbulkan mudharat khususnya untuk 

seorang wanita, jika ia mempunyai anak dalam pernikahan itu, maka dari manakah ia 

dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk anaknya jika bukan dari suami yang 

menikahinya. Nikah bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk membina 

keluarga. Nikah wisata bisa berdampak penelantaran, mencegah kerusakan harus 

didahulukan ketimbang melaksanakan kebaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59

Bakhtiar, Nikah Wisata; Pendekatan Maqashid Al-Syariah Https://Www.Researchgate.Net/ 

Publication/274277033_Nikah_Wisata_Pendekatan_Maqashid_Al-Syari%27ah (11 Mei 2018) 

https://www.researchgate.net/%20publication/274277033_NIKAH_WISATA_PENDEKATAN_MAQASHID_AL-SYARI%27AH
https://www.researchgate.net/%20publication/274277033_NIKAH_WISATA_PENDEKATAN_MAQASHID_AL-SYARI%27AH


 

50 
 

BAB IV 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAHIRNYA 

PEMBARUAN HUKUM TENTANG NIKAH WISATA 

4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Fatwa MUI tentang Nikah 

Wisata 

Nikah wisata lebih dipengaruhi oleh faktor budaya atau tradisi yang dimana 

kebiasaan yang diakukan oleh banyak orang dan telah mereka ketahui baik dalam 

bentuk ucapan ataupun perbuatan, baik ataupun buruk. Itulah sebabnya ada tradisi 

baik dan ada yang buruk. Para ulama terdahulu dari berbagai mazhab menegaskan 

bahwa hukum akan berubah seiring dengan perubahan fatwa. Fatwa yang berdiri atas 

tradisi yang berubah tersebut tidak boleh berlaku lagi. 

Banyak perubahan tradisi dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan 

tersebut menyebabkan perubahan fatwa di era modern ini. Seperti akad dilakukan 

melalui telepon, internet, atau faksimil. Salah seorang di Amerika dan yang lainnya 

di Indonesia. Contoh yang lain adalah menikah melalui internet atau muamalah-

muamalah lain yang tidak ada batasnyaa. Tidak boleh dibatasi oleh teks-teks fikih 

yang pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Faktor ekonomi juga 

merupakan penyebab pernikahan wisata di Indonesia karena masalah ekonomi 

orangtua menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup 

keluarga dan juga Kedua, pola pikir berkelanjutan di masyarakat yang menganggap 

menikahkan anak di usia pernikahan ini merupakan hal wajar karena tradisi. 

Sisi pembaruan hukum tentang nikah wisata dilihat pada permasalahan ini 

tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik. MUI menganalisis permasalahan ini 

dengan mempersamakan atau mengqiyaskan dengan nikah mut’ah. Dasar yang 

dikemukakan MUI adalah jenis pernikahan ini bersifat sementara karena semata-
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mata untuk memenuhi kebutuhan selama wisata/perjalanan sehingga dikategorikan 

sebagai nikah mu’aqqat (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah 

mut’ah. Itulah sebabnya, permasalahan ini diputuskan berdasarkan sumber hukum 

yang juga digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tentang nikah mut’ah baik dari 

al-Qu’ran maupun hadis. Bahkan seluruh hadis yang dikemukakan dalam 

menetapkan fatwa tentang nikah wisata adalah hampir seluruhnya berkaitan dengan 

nikah mut’ah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fatwa nikah wisata lebih 

dominan dipengaruhi oleh faktor budaya. Penerapan metode qiyas pada masalah 

nikah wisata merupakan bentuk/model metode yang kurang mempertimbangkan 

aspek sosiologis.
60

 

4.2 Analisis Kajian Hukum 

 َ  َََََ َ  َََ  َ  َ َ

  َََََ  َ َ  َََ

 

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.

61
 

Ayat di atas menguraikan pengembangbiakan menusia serta bukti kuasa dan 

rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu 

dengan menyatakan bahwa: Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah 

Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau 
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isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung 

kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya, di antara 

kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah. 

Sementara ulama menerjemahkan atau memahami kata ()ازواج  azwa>j pada 

ayat ini, bahkan ayat-ayat serupa dalam arti isteri-isteri. Di sini menurut dugaan 

mereka, kata )اليها( ilaiha>  yang menggunakan bentuk kata ganti feminim menunjuk 

kepada perempuan dan kata )لكم( la>kum menunjuk kepada maskulin. Sehingga ia 

tertuju kepada lelaki dalam hal ini suami-suami. Pemahaman ini tidaklah tepat. 

Karena bentuk feminim pada kata ilaiha> menunjuk kepada ()ازواج  azwa>j dalam 

kedudukannya sebagai jamak. 

Kata )انفسكم( anfusikum adalah bentuk jamak dari kata nafs yang antara lain 

berarti jenis atau diri atau totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia 

diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah swt. 

tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya dan bahwa jenisnya itu 

adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan antara lain 

jenis,atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan 

pasangan, sama sekali tidak dibenarkan Allah.
62

 

Kata )سكن( sakana yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan 

sibuk. Dari sini, rumah dinamai sakan karena dia tempat memperoleh ketenangan 

setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan 

ketenangan batin. Setiap jenis kelamin pria atau wanita, jantan, atau betina 

dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna 
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jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan 

bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah 

menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan 

pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari 

sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis 

tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari 

memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah pikirannya akan 

kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan 

dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia 

perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing 

memperloleh ketenangan. Kata َ)مودة(  mawaddah dan  )َحمة  rah{}mah. Pemilik )ر

sifat ini menjadikannya tidak rela pasangan atau mitra yang terutang kepadanya 

mawaddah, disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia 

memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam.
63

 

Pernikahan yang diharapkan pada surah ar-rum ayat 21 harus memenuhi 

beberapa aspek seperti yang telah dijelaskan pada setiap arti kata di atas, untuk 

mencapai sebuah rumah tangga yang diridhoi Allah swt. Nikah wisata yang telah 

terjadi pada dasarnya bukan sebuah pernikahan yang dikehendaki pada surah ar-rum 

ayat 21 yang di mana nikah wisata semata-mata hanya dilandasi pada pemenuhan 

kebutuhan seksual yang hanya sementara, sehingga tidak adanya dasar kasih saying 

yang terbentuk pada pernikahan tersebut. Sakinah mawaddah rahmah merupakan 

aspek terpenting dalam membentuk keluarga yang kekal dan harmonis. Mawaddah 

merupakan jalan menuju terabaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi yang di 

mana tidak akan pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi pada hubungan 
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tersebut. Pasangan suami isteri yang menciptakan rasa itu dalam hati, kesediaan 

seorang suami untuk membela isteri sejak saat terjadinya hubungan dengannya 

sungguh merupakan suatu keajaiban. Kesediaan seorang wanita untuk hidup bersama 

seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang telah membesarkannya 

dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki 

yang menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam, 

semua itu adalah hal-hal yang tidak mudah akan dapat terlaksana tanpa adanya kuasa 

Allah mengatur hati suami isteri. Itulah yang diciptakan Allah dalam hati suami isteri 

yang hidup harmonis di manapun manusia berada. Dari pengertian tersebut sangatlah 

jelas jika pada nikah wisata tidak memenuhi aspek mawaddah, karena nikah wisata 

lebih mengutamakan duniawi. Sementara rahmat pada suami isteri lahir bersama 

lahirnya anak atau ketika pasangan suami isteri itu telah mencapai usia lanjut, ini 

sangatlah tidak sesuai dengan tujuan awal nikah wisata yang hanya akan terjadi 

selama suami dalam wisata. 

4.3 Analisis tentang Nikah Wisata 

Kebutuhan terhadap seksual dapat dipastikan dimiliki oleh setiap orang yang 

normal. Dalam pemenuhan kebutuhan biologis demikian tidak serta merta dapat 

dilakukan secara bebas dan tanpa kendali. Ada aturan main dan etika yang harus 

diperhatikan dan prosedur yang mesti dilalui. Dalam Islam wadah pemenuhan 

terhadap kebutuhan tersebut diberikan jalan melalui lembaga pernikahan. Jika 

seseorang menginginkan tetap berada dalam lingkup kemanusiaannya tentu harus 

mengikuti tuntunan yang sudah disiapkan oleh Yang Maha Pencipta sendiri. 

Sebaliknya, jika lari atau keluar dari jalan tersebut dapat pula dipastikan akan 

kehilangan identitasnya sebagai manusia bahkan bahaya bisa jadi akan 

mengancamnya. Bahkan tidak hanya dirinya sendiri tetapi meluas kepada orang lain. 
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Kebebasan seks adalah salah satu contoh yang di dalam Islam dilarang dan 

termasuk tindak pidana berat oleh karena jenis perbuatan ini adalah zina. Perbuatan 

ini telah mengancam keberadaan manusia itu sendiri dengan munculnya virus HIV. 

Oleh sebab itu, syari’ di dalam hal ini memberikan rambu-rambu kepada manusia 

untuk tidak keluar dari tuntunan tersebut. Patut dicermati bahwa kebutuhan manusia 

baik bagi kepentingan dirinya sendiri maupun lingkungannya tidak bisa diketahui 

secara pasti. Yang mengetahui tentang hal itu sampai kepada kebutuhan yang paling 

mendasar adalah Sang Yang Menciptakan. Oleh karena itu, Allah Swt memberikan 

pedoman melalui ayat-ayat untuk dipelajari, diikuti, diamalkan dan tidak dilanggar 

karena Allah yang mengetahui aturan yang lebih cocok dengannya. Sama halnya 

dengan seseorang yang membeli peralatan mesin, pihak pabrik pasti memberikan 

panduan manual pemasangan dan penggunaannya. Agar mesin yang dibeli tidak 

salah pasang, penggunaannya tidak keliru dan pemeliharaannya lebih terjamin, maka 

si pembeli wajib untuk mempelajari dan mengikuti pentunjuk yang sudah 

dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Sebaliknya jika tidak diikuti buku petunjuk itu 

dapat dipastikan akan terjadi kesalahan dan pemeliharaan yang tidak tepat dan akan 

berisiko kepada kerusakan barang tersebut. Oleh karena itu, Syari’ sebagai pencipta 

manusia telah memberikan panduan dan petunjuk kepada manusia termasuk masalah 

pemenuhuan kebutuhan biologis. Jika diikuti panduan tersebut, tentu manusia akan 

selamat dari ancaman bahaya, tetapi jika keluar dari petunjuk tersebut dapat 

dipastikan akan menanggung sendiri akibatnya.
64

 

Panduan yang dimaksud dalam konteks pemenuhan kebutuhan biologis 

adalah melalui prosedural pernikahan dan harus memenuhi rukun dan syaratnya. 
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Keduanya harus ada di dalam proses pernikahan dan tidak boleh ada yang tertinggal 

dari masing-masingnya. Jika terdapat ada yang kurang dari keduanya, maka 

pernikahan dipandang tidak sah. Bila keadaan itu yang terjadi jelas menimbulkan 

masalah serius secara berkelanjutan. Kemudian keduanya memiliki tanggungjawab 

yang besar. Oleh sebab itu, Islam memberi aturan yang mesti dipenuhi baik rukun 

dan syaratnya. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap 

tidak sah. Para pihak mesti memahami unsur-unsur tersebut baik pra nikah, saat 

sudah nikah maupun ketika terjadi perselisihan sesudah nikah. Ini juga mentahbiskan 

bahwa pernikahan yang dilakukan secara paksa mesti dihindari, karena jika itu yang 

terjadi akan mengakibatkan efek tidak baik untuk masa depan kedua belah pihak. 

Dalam pada itu, persetujuan kedua calon mempelai harus ada dan tidak boleh 

dikebiri oleh siapapun karena itu adalah haknya. Secara hukum hal itu juga sangat 

penting adanya karena orang yang dalam keadaan terpaksa tidak dibebani oleh 

hukum dan dia berhak untuk membela diri. Kedua ini sangat penting dan bersifat 

krusial. Salah satu disyari’atkannya pernikahan yang dimaksud adalah untuk 

mewujudkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup 

sebagaimana yang ditegaskan didalam QS. Ar-Rum: 21. Oleh sebab itu, tujuan 

tersebut tidak akan dapat dicapai bilamana pernikahan yang sifatnya sementara dan 

dibatasi waktu. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Pernikahan wisata telah menjadi sebuah fenomena yang serius di beberapa 

negara Islam pada akhir-akhir ini termasuk negara Indonesia yang disebabkan 

oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal-usul 

pernikahan ini telah ada pada orang-orang terdahulu, mereka menamai 

dengan pernikahan misyar, namun pada masa saat ini pernikahan tersebut 

lebih dikenal dengan istilah nikah wisata. Nikah wisata adalah merupakan 

bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat 

pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk 

sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam 

wisata/perjalanan. Pada hakikatnya pernikahan wisata dilaksanakan oleh 

seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syaratnya, 

hanya saja istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya seperti 

mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suami, dan dari 

hak nafkah yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri lainnya. Dia 

harus rela tinggal di rumah dengan orang tuanya. 

5.1.2 Metode pembaruan yang digunakan MUI dalam menetapkan nikah wisata 

adalah metode Qi>yas, deduktif dan iinduktif. Dalam artinya yang umum 

adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti 

menarik atau menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. 

Pernikahan jenis ini mengandung masalah krusial. Tujuan pokok pernikahan 

adalah untuk menghalalkan persetubuhan. Sedangkan tujuan ikutannya 

membentuk keluarga sakinah. 
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5.1.3 Nikah wisata lebih dipengaruhi oleh faktor budaya atau tradisi yang dimana 

kebiasaan yang diakukan oleh banyak orang dan telah mereka ketahui baik 

dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, baik ataupun buruk. Itulah sebabnya 

ada tradisi baik dan ada yang buruk. Para ulama terdahulu dari berbagai 

mazhab menegaskan bahwa hukum akan berubah seiring dengan perubahan 

fatwa. Fatwa yang berdiri atas tradisi yang berubah tersebut tidak boleh 

berlaku lagi. Banyak perubahan tradisi dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. 

Perubahan tersebut menyebabkan perubahan fatwa di era modern ini. Seperti 

akad dilakukan melalui telepon, internet, atau faksimil. Salah seorang di 

Amerika dan yang lainnya di Indonesia. Contoh yang lain adalah menikah 

melalui internet atau muamalah-muamalah lain yang tidak ada batasnyaa. 

Tidak boleh dibatasi oleh teks-teks fikih yang pada zaman sekarang berbeda 

dengan zaman dahulu. Faktor ekonomi juga merupakan penyebab pernikahan 

wisata di Indonesia karena masalah ekonomi orangtua menganggap dengan 

menikahkan anak akan mengurangi beban hidup keluarga dan juga Kedua, 

pola pikir berkelanjutan di masyarakat yang menganggap menikahkan anak di 

usia pernikahan ini merupakan hal wajar karena tradisi. 

5.2 Saran-saran 

Nikah wisata merupakan dampak yang sangat negatif bagi kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa, oleh karena itu penulis memiliki saran-saran yang 

berkaitan dengan nikah wisata sebagai berikut: 

5.2.1 Pemerintah hendaknya menghentikan dan melarang dengan keras bisnis 

praktik nikah wisata, dengan cara menghukum pelaku nikah wisata baik laki-

laki maupun perempuan yang melaksanakan nikah wisata. 
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5.2.2 Bagi masyarakat agar segera melapor kepada pihak berwajib apabila melihat 

praktik-praktik nikah wisata yang ada di sekitar, karena dapat merusak moral 

serta generasi penerus bangsa. 

5.2.3 Bagi para pelaku nikah wisata hendaknya segera bertaubat dengan memohon 

ampunan kepada Allah SWT serta meninggalkan nikah wisata. 
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Lampiran 

 

NIKAH WISATA 

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 

Tentang 

NIKAH WISATA 

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada 

tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Iuli 2010 M, setelah: 

MENIMBANG: 

1. Bahwa ditengah masyarakat saat ini muncul praktek pernikahan yang 

dilakukan oleh orang ketika bepergian, yang dikenal dengan istilah “nikah 

wisata”; 

2. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat 

mengenai hukum praktek “nikah wisata”; 

3.  Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a dan b, Musyawarah Nasional 

VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

“nikah wisata” sebagai pedoman. 

MENGINGAT: 

1. Friman Allah SWT: 

 

  ََ َ َََ َ ََََ    َ   َ

 َ َََ  َ ََ  ََ ََ 

 

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya , Kecuali terhadap isteri-
isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka 
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dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka 
mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu’minun (23) 
: 5-7) 

 

 َ  َََََ  َ َ ََ  َ  َ

 َ  َََََ  َ َ  ََ 

 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum (30) : 21) 
 

  َ َ َ َ َََََ َ َ َ َ

  َ  َ َ ََ ََ َ  َ َ   ََََ َ

  َ  َََ

 
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan Mengawasi kamu.” (QS an-Nisa (4) : 1) 

2. Hadis Nabi SAW: 

        

“Dari Ali ibn Abi Thalib KW bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah 
pada Perang  Khaibar, juga melarang memakan daging keledai piaraan.” 
(Muttafaq 'Alaih) 
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Dari Iyas ibn Salamah dari ayahnya ia berkata: "Rasulullah SAW 
memberikan keringanan (rukhshah) pada Tahun Authas untuk melakukan 
mut’ah selama tiga hari kemudian melarang praktek tersebut.” (HR. Muslim) 

       

Dari Rabi' ibn Sabrah al-Juhani dari ayahnya ia berkata: “Saya pergi 
hendak menghadap Rasulullah SAW: namun beliau sedang berdiri antara 
rukun (yamani) dan maqam (Ibrahim) dengan menyandarkan punggungnya 
ke Ka’bah seraya bersabda: 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku 
memerintahkan kalian untuk istimta' dari para perempuan ini. Ketahuilah, 
sesungguhnya Allah SWT sungguh telah mengharamkan atas kalian hingga 
hari kiamat. Barang siapa yang masih memiliki perempuan- perempuan 
tersebut hendaknya melepaskannya. Jangan ambil sesuatu pun dari apa yang 
telah kalian bayarkan kepada mereka” (HR. Muslim) 

          

Dari Ali Karramallahu Wajhah bahwa Rasulullah SAW melarang untuk 
melakukan nikah mutah dan untuk memakan daging keledai piaraan”. 
(Muttafaq 'Alaih). 

3. Ijma’ 

Ulama sepakat (ijma') mengatakan bahwa hukum nikah mut’ah adalah haram 

untuk selamanya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qadir karya 

Ibn al-Humam 3/246 - 247, dan kitab-kitab fikih lainnya. 

4. Atsar Sahabat 
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Di riwayatkan bahwa 'Umar ibn Khatthab suatu saat naik mimbar, kemudin 
membaca hamdalah serta memuji Allah lantas berkata: “Bagaimana urusan 
sekelompok orang yang melakukan nikah mut'ah sementara Rasulullah SAW 
telah melarangnya. Saya tidak menemui satu pun laki-laki yang melakukan 
mut'ah kecuali saya rajam dengan batu.” Diriwayatkan bahwa Umar ibn 
Khatthab berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi izin mut'ah 
selama tiga hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah, saya tidak 
mengetahui satu pun laki-laki yang melakukan mut’ah sementara dia seorang 
yang telah pernah menikah kecuali saya rajam dengan batu.” (HR. Ibn 
Majah dengan sanad yang shahih) 

5. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010 

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, 
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MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG NIKAH WISATA 

Ketentuan Umum: 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Nikah Wisata adalah bentuk 

pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun 

pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata 

hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan. 

Ketentuan Hukum: 

Nikah Wisata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya 

haram, karena merupakan nikah mu’aqqat (nikah sementara) yang merupakan salah 

satu bentuk nikah mut’ah. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada Tanggal : 13 Sya’ban 1431 H 

27 Juli 2010 

KOMISI C BIDANG FATWA 

MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA 

PIMPINAN SIDANG 

Ketua 

Ttd, 

Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA 

 

Sekretaris 

Ttd, 

Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA 
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